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PUTUSAN
Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Bn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 11 November 2021,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 24 Desember 1987,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 11 November

2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor

1025/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 11 November 2021, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

pada hari Sabtu, tanggal 24 bulan April tahun 2010 di hadapan Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
KK.07.04.2/Pw.01/05/2016 tanggal 04 Februari 2016;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah
Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina
rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat
yang beralamat di JI. Raya Padang Kemiling RT/RW 007/003 Kelurahan
Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yaitu:

- ANAK I, lahir di Bengkulu, 14 Oktober 2010 (11 tahun);

- ANAK I, lahir di Bengkulu,01 Agustus 2015 (6 tahun);

Saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan tinggal bersama

Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan
tetapi sejak awal tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat diketahui sering bermain judi;

- Tergugat sering berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran;

- Tergugat sering berkata ingin bercerai setiap kali terjadi

pertengkaran;
6. Bahwa pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2018 telah terjadi puncak
perselisihan yang disebabkan karena Tergugat marah-marah ketika
Penggugat menasihati Tergugat untuk mencari kerja karena banyak utang-
piutang yang harus dibayar sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya,
akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sudah selama 3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara
Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan
upaya damai oleh keluarga Pengggugat tetapi tidak berhasil, karena
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Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama
Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat

karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin
terwujud,;

Bahwa bedasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di

uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A
Surat:
Fotokopi Kutipan/Dup.. Akta Nikah Nomor KK.07.04.2/Pw.01/05/2016
tanggal 04 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dinazegalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.
Saksi:

Saksi pertama: SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pekan
Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3
(tiga) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama
karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat sering berjudi, Tergugat juga
pernah ditangkap dan dipenjara selama 6 (enam) bulan karena kasus
judi, Tergugat sering berkata kasar dan sering berkata ingin bercerai

setiap kali terjadi pertengkaran;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak
berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

dirukunkan;

Saksi kedua : SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pekan
Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun
2018;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena
sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat sering berjudi, Tergugat juga
pernah ditangkap dan dipenjara selama 6 (enam) bulan karena kasus
judi, Tergugat sering berkata kasar dan sering berkata ingin bercerai
setiap kali terjadi pertengkaran;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak
berhasil;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

dirukunkan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah
hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun dan berbaik kembali guna
melanjutkan hubungan perkawinan secara ma'ruf dan kemudian untuk upaya
damai tersebut juga telah dilaksanakan dengan bantuan mediator
Drs. H. Salim Muslim, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 1
Tahun 2016, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka
pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in
sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan: Tergugat tidak jujur masalah
keuangan dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menjelek-jelekkan
orang tua dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan
Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabnya mengakui sebagian terutama
adanya perselisihan dan pertengkaran, namun menurut Tergugat pertengkaran
dikarenakan Penggugat tidak mau diajak hidup mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti
tertulis “P” dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai
oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P” yang diajukan
Penggugat yang mana menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 April 2010, Majelis Hakim
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berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta
otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegellen, serta oleh Ketua
Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan
demikian alat bukti “P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping
itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan
dengan gugatan Penggugat tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu,

maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” tersebut terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah
sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang

berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang
diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua
orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena
masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan
persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga telah memberikan
keterangan, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta
relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai
dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. pasal 308 - 309 R.Bg., secara
formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat pada kesempatan yang telah diberikan
tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, baik bukti

tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg/1865
KUH Perdata, maka pihak yang harus membuktikan atau yang dibebani beban
pembuktian adalah pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara,
terutama penggugat yang mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya.

Sedangkan bagi pihak tergugat berkewajiban mengajukan bukti-bukti sebagai
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alat bantahnnya. Namun apabila bagi pihak penggugat tidak mampu ataupun
tidak dapat menunjukkan bukti atas peristiwa atau kejadian yang didalilkannya,
maka pihak Penggugat harus di kalahkan. Begitu pula bagi pihak tergugat
apabila tidak dapat atau tidak mampu menunjukkan bukti atas bantahannya
maka ia harus pula di kalahkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang sudah

ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RGB/ 1865 KUH Perdata
tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap tidak mampu

membuktikan dalil-dalil bantahan yang telah disampaikannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik,
serta serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim

menemukan fakta sebagai berikut:

> Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah
pada tanggal 24 bulan April tahun 2010 dan sudah dikaruniai 2 (dua)

orang anak;

» Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;

> Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
September tahun 2018 karena Tergugat dinasehati oleh keluarga
Penggugat masalah keuangan, akan tetapi Tergugat tersinggung dan

tidak terima;

» Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan
Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama lebih kurang sejak 3

(satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;

» Bahwa upaya damai dari keluarga sudah dilakukan namun tidak

berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada

kondisi pecah, tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan
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pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangganya;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dapat dilihat dari perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama
yang sampai saat ini sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi
mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak
rukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan
rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang
sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman
Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Terggugat
tidak dipisahkan (tetap dipertahankan) sementara Penggugat dan Tergugat
tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat tetap tidak mau berbaik dengan
Tergugat, maka kondisi rumah tangga seperti ini tentu akan lebih
mendatangkan kemudaratan yang berkepanjangan kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah sedemikian rupa keadaan dan sifatnya, sudah pisah dari tempat
kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka perlu
dicarikan jalan keluarnya (way out), maka perceraian adalah solusi yang terbaik
bagi keduanya, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin
yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk dipertahankan, patut
diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari
maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai
kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:
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“Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar
hal-hal yang positif’.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar
hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

woldl ade sl =gl azg il al, pac aual b3
plall aley aallog

“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada
suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya
kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah
sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana
yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit
untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, menurut Majelis telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun lagi dan sudah pecah keutuhannya serta tidak mungkin
lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan
Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak
isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang
kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka
talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.

295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami
Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Ramdan
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oktavina
Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dto Dto
Asymawi, S.H. Drs. Suhaimi, M.A.
Hakim Anggota,
Dto

Drs. Ramdan
Panitera Pengganti,
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Dto

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00
Proses Rp. 75.000,00
Panggilan Rp. 150.000,00
Biaya PNBP Rp. 20.000,00
Redaksi Rp. 10.000,00
Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 295.000,00
( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

R A
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